BAB V1
PENUTUP
6.1 Kesimpulan
Berdasarkan analisis hasil penelitian yang telah dibahas pada BAB V,
maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:
Masyarakat pemilih di Desa Baomekot pada pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati tahun 2018 cukup partisipatif dalam menggunakan hak pilihnya,
hal tersebut antara lain dapat dilihat dari daftar pemilih tetap (DPT) yang
berjumlah 837, dimana 687 jiwa menggunakan hak pilihnya. Sementara terkait
akan alasan dalam memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, yang
menjadi pertimbangan pemilih dalam menentukan pilihannya dapat dijelaskan
sebagai berikut:
1. Model Sosiologis

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dipaparkan sebelumnya bahwa

terdapat sekitar 32,14% masyarakat Desa Baomekot yang ikut dalam pilkada

kabupaten Sikka tahun 2018 memilih berdasarkan faktor kedekatan wilayah

dan juga keluarga, dan merupakan pemilih model sosiologis.
2. Model psikologis

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dipaparkan sebelumnya bahwa

terdapat sekitar 14,28% masyarakat Desa Baomekot yang ikut dalam pilkada

kabupaten Sikka tahun 2018 memilih berdasarkan faktor ketokohan

kandidat, dan merupakan pemilih model psikologis.
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3. Model Pilihan Rasional
Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dipaparkan sebelumnya bahwa
sekitar 53,57% masyarakat Desa Baomekot yang ikut dalam pilkada
kabupaten Sikka tahun 2018 memilih berdasarkan faktor visi-misi dan
program Kkerja yang ditawarkan oleh pasangan calon, dan merupakan pemilih
model pilihan rasional.

Melihat dari hasil perbandingan yang penulis lihat dari ketiga model ini
yakni model sosiologis, psikologis dan pilihan rasional dapat dikatakan
bahwasannya masyarakat Desa Baomekot sudah sangat bijak dalam menentukan
pilihannya karena kebanyakan dari mereka memilih karena melihat dari faktor
visi-misi dan program kerja yan g ditawarkan oleh pasangan calon.

6.2 Saran

Ada beberapa saran yang dapat ditentukan dari hasil penelitian ini adalh sebagai

berikut:

1. Peneliti berharap untuk partai politik pada pilkada berikutnya agar selektif
mengusung kader yang berkopetensi dan mempunyai visi-misi serta program
kerja yang pro rakyat untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sikka.

2. Peneliti berharap untuk masyarakat Desa Baomekot peertahankan dan
tingkatkan partisipasi politik di dalam setiap proses pemilihan umum di masa
yang akan datang.

3. Peneliti  berharap untuk masyarakat Desa Baomekot selalu bijak dalam

menentukan pilihannya, harus terus melihat dari faktor visi-misi dan program
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kerja yang ditawarkan oleh pasangan calon, dan jangan terpengaruh dengan
isu-isu politik yang dimainkan dan jangan memilih karena faktor kedekatan

wilayah, kekeluargaan dan apapun itu.
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